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ABSTRAK 

Fokus penelitian ini adalah untuk menguraikan proses pembentukan Qanun Gampong Lampisang, Kecamatan 

Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup dua hal, yaitu: bagaimana 
proses pembentukan Qanun Gampong Lampisang Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar serta apa saja kendala 
yang dihadapi dalam proses tersebut. Penelitian menggunakan metode deskriptif, di mana penulis memaparkan fakta 
mengenai pembentukan Qanun Gampong Lampisang Kabupaten Aceh Besar Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pemerintahan 
dan Pembangunan Gampong, yang kemudian ditinjau berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 18 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Gampong. Melalui metode ini, penulis berupaya menyajikan gambaran 
nyata mengenai proses pembentukan qanun tersebut dengan menganalisis dokumen, membaca kembali peraturan yang 
berlaku, kemudian mendeskripsikan hasilnya secara sistematis. Hasil analisis menunjukkan bahwa peran tuha peut dalam 
perumusan qanun gampong di Gampong Lampisang belum optimal. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman anggota 
tuha peut terhadap tugas yang diamanatkan dalam Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 02 Tahun 2020, khususnya dalam 
aspek penguasaan pengetahuan dan keahlian. Seharusnya setiap anggota tuha peut memiliki kompetensi yang memadai agar 
dapat melaksanakan perannya secara efektif, terutama dalam perumusan qanun. Kelemahan lain adalah kurang tegasnya 
sikap tuha peut dalam pengambilan keputusan saat musyawarah, sehingga sering menimbulkan perbedaan pendapat dengan 
perangkat gampong lainnya yang pada akhirnya menghambat proses perumusan qanun. Kendala utama yang dihadapi tuha 
peut juga terletak pada keterbatasan penguasaan empat bidang ilmu, yaitu tauhid, fiqih, akhlak, dan tasawuf. Idealnya, 
anggota tuha peut merupakan orang-orang yang memahami dan mampu menerapkan pengetahuan dari keempat bidang 
tersebut. Selain itu, perbedaan pandangan antara tuha peut dengan perangkat gampong lainnya kerap menimbulkan 
perdebatan yang menyebabkan proses pembentukan qanun tidak berjalan lancar. 
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PENDAHULUAN  

Gampong merupakan wilayah adat di Aceh yang memiliki struktur perangkat pemerintahan, 
terdiri dari Keuchik, Tuha Peut atau ureueng tuha, serta Teungku atau imam meunasah. Setiap 
perangkat memiliki fungsi masing-masing yang mencerminkan harmoni peran laki-laki dan perempuan 
dalam masyarakat Aceh. Pada masa Kesultanan Aceh, gampong secara spasial dipahami sebagai 
sekumpulan pemukiman dengan satu meunasah (surau) sebagai pusat aktivitas. Sebuah gampong 
umumnya terbagi dalam beberapa jurong (lorong), tumpok (kumpulan rumah), dan ujong (bagian ujung 
gampong). 

Dalam perkembangannya, gampong di Aceh berfungsi sebagai unit pemerintahan yang 
mengatur pelaksanaan adat serta hukum adat. Pengaturan khusus terkait pemerintahan gampong 
menjadi langkah penting dalam menata sistem politik dan mekanisme kekuasaan di tingkat lokal. 
Sebagai sebuah organisasi, pemerintahan gampong dituntut sederhana, efektif, serta berorientasi pada 
kepentingan masyarakat. Gampong atau sebutan lain dipandang sebagai kesatuan masyarakat hukum 
yang memiliki pemerintahan terendah di bawah mukim, dengan wilayah tertentu yang dipimpin oleh 
Keuchik serta memiliki kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Oleh karena itu, 
struktur pemerintahan gampong memerlukan kehadiran lembaga kemasyarakatan, salah satunya Tuha 
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Peut Gampong. Dalam konteks ini, pemerintahan gampong dijalankan secara bersama oleh Keuchik 
dan Tuha Peut. 

Gampong Lampisang adalah salah satu gampong yang berada di Kemukiman Aneuk Batee, 
Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar, dengan jarak sekitar ±1 km dari pusat kecamatan. 
Gampong ini terdiri atas tiga dusun, yaitu Dusun Paseh Jaya, Dusun Tgk. Lampisang, dan Dusun Tgk. 
Aneuk Galong. Berdasarkan data administrasi gampong, jumlah penduduknya mencapai 521 jiwa yang 
berasal dari 120 kepala keluarga, dengan komposisi 250 laki-laki dan 271 perempuan. Adapun jumlah 
anggota Tuha Peut, termasuk ketua, adalah sebanyak lima orang. 

Salah satu qanun yang dikeluarkan oleh Gampong Lampisang adalah Qanun Gampong 

Lampisang Kabupaten Aceh Besar Nomor: 02 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan dan Pembangunan 

Gampong. Qanun tersebut dikeluarkan sebagai upaya terpadu untuk menjadikan kebijaksanaan 

penataan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian pemerintahan 

Gampong yang berada dalam wilayah teritorial Gampong Lampisang.  

Qanun tersebut tentunya merupakan hasil kesepakatan berbagai pihak yang memiliki 

kewenangan untuk membentuk produk hukum. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan pada 

tanggal 20 Mei 2024 dengan perangkat gampong dan tokoh masyarakat lainnya di Gampong Lampisang 

Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar, mengatakan bahwa dalam pembentukan Qanun 

Gampong Lampisang Kabupaten Aceh Besar Nomor: 02 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan 

Gampong, didahului dengan proses musyawarah antara perangkat gampong dengan berbagai tokoh 

masyarakat. Hasil musyawarah kemudian dijadikan dalam bentuk pasal-pasal dengan mengikuti format 

qanun yang ada pada umumnya. Bahkan di dalam Qanun tersebut tidak menjadikan Perbup Aceh Besar 

Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Gampong sebagai konsideran 

dalam membentuk produk hukum.  

Mengenai bagaimana pedoman proses penyusunan qanun gampong di Aceh Besar, 

Pemerintahan Aceh Besar telah mengeluarkan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 18 Tahun 2017 

tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Gampong. Di dalam peraturan tersebut dijelaskan 

bahwa ada beberapa proses yang harus dipedomani oleh pemerintahan gampong dalam menyusun 

suatu produk hukum. Proses tersebut diawali dengan Penyusunan rancangan qanun gampong 

ditetapkan oleh Keuchik dan Tuha Peut Gampong dalam Rencana Kerja Pemerintah Gampong. 

Kemudian Rancangan Qanun gampong yang telah disusun, wajib dipublikasikan kepada 

masyarakat Gampong dan dapat dikonsultasikan kepada Camat setempat untuk mendapatkan masukan. 

Masukan dari masyarakat Gampong dan camat digunakan oleh Pemerintah Gampong untuk tindak 

lanjut proses penyusunan Qanun gampong. Proses selanjutnya rancangan qanun gampong harus 

dilakukan pembahasan Rancangan Qanun gampong dengan menggunakan musyawarah bersama 

perangkat lainnya dan beserta dengan masyarakat sesuai dengan pedoman yang tertuang dalam 

Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 18 Tahun 2017. 

Setelah mendapatkan kata sepakat dalam pembahasan qanun gampong, kemudian dilakukanlah 

penetapan dimana Rancangan qanun gampong harus dibubuhi tanda tangan oleh Keuchik kemudian 

disampaikan kepada Sekretaris Gampong untuk diundangkan dalam Lembaran Gampong. Sedangkan 

untuk penyebarluasan qanun gampong yang telah ditetapkan dilakukan oleh Pemerintah Gampong dan 

Tuha Peut Gampong sejak penetapan rencana penyusunan Rancangan Qanun gampong. 

Tentunya qanun yang telah dikeluarkan oleh Pemerintahan Gampong di Aceh Besar harus 

mempedomani Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan 

Produk Hukum Gampong, agar qanun tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat karena telah 

melewati proses legislasi yang sesuai dengan perintah peraturan yang lebih tinggi. 

Qanun Gampong adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah qanun 

disamakan dengan kanun yang berarti undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum, 

maupun kaidah. Sementara itu, dalam Kamus Bahasa Arab, qanun diartikan sebagai undang-undang, 

kebiasaan, atau adat. Dengan demikian, qanun dapat dipahami sebagai suatu bentuk peraturan 

perundang-undangan atau norma hukum yang berlaku di suatu wilayah tertentu. Dalam penelitian ini, 

yang dimaksud dengan qanun adalah aturan-aturan gampong yang dirumuskan dan disepakati bersama 

oleh masyarakat gampong. Seseorang yang melanggar ketentuan dalam qanun akan dikenai sanksi sesuai 
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dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan. Adapun qanun gampong yang menjadi objek kajian dalam 

penelitian ini adalah Qanun Gampong Lampisang Kabupaten Aceh Besar Nomor 02 Tahun 2020 

tentang Pemerintahan dan Pembangunan Gampong. 

  

METODE PENELITIAN.. 
Metode penelitian merupakan pendekatan pokok yang digunakan peneliti untuk mencapai 

tujuan serta menemukan jawaban atas permasalahan yang diajukan. Oleh karena itu, dalam penyusunan 
penelitian diperlukan pemilihan metode yang tepat agar mampu membantu memecahkan persoalan 
yang diteliti. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analitis. 

Metode deskriptif analitis digunakan dengan tujuan untuk menggambarkan secara jelas fakta-
fakta terkait pembentukan Qanun Gampong Lampisang Kabupaten Aceh Besar Nomor 02 Tahun 
2020 tentang Pemerintahan dan Pembangunan Gampong. Fakta tersebut kemudian dianalisis dengan 
meninjau kesesuaiannya terhadap Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Pembentukan Produk Hukum Gampong. Melalui pendekatan ini, penulis berupaya 
menghadirkan uraian yang faktual, objektif, serta memberikan gambaran nyata mengenai proses 
perumusan qanun gampong. 

Proses analisis dilakukan dengan membaca dan menelaah kembali Qanun Gampong Lampisang 
Nomor 02 Tahun 2020, kemudian membandingkannya dengan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 18 
Tahun 2017 sebagai pedoman hukum. Selanjutnya, hasil telaah tersebut dipaparkan secara deskriptif 
sehingga dapat menjelaskan bagaimana proses pembentukan qanun tersebut berlangsung serta sejauh 
mana kesesuaiannya dengan regulasi yang berlaku. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Peran Tuha Peut dalam Perumusan Qanun Gampong di Gampong Lampisang.  

Penelitian ini menemukan bahwa di Gampong Lampisang, Tuha Peut ikut serta secara aktif 
dalam proses penyusunan qanun gampong bersama keuchik dan perangkat gampong lainnya. Qanun 
Kabupaten Aceh Besar Nomor 02 Tahun 2020 menegaskan bahwa Tuha Peut merupakan unsur 
penyelenggara pemerintahan gampong serta mitra kerja dari keuchik. Kedudukan Tuha Peut 
dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menghormati, dengan ketentuan bahwa setiap anggotanya harus 
berdomisili di gampong yang bersangkutan. Komposisi anggota Tuha Peut merupakan representasi dari 
berbagai unsur masyarakat, seperti ulama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, kaum 
intelektual, serta cendekiawan. Proses penetapannya dilakukan melalui musyawarah dan mufakat. 
Adapun masa jabatan anggota Tuha Peut ditentukan selama enam tahun dan dapat diperpanjang untuk 
satu periode berikutnya. 

Dalam praktik pembentukan qanun, Tuha Peut memiliki kewenangan menyusun dan 
merumuskan rancangan bersama keuchik. Perumusan tersebut disesuaikan dengan kondisi serta 
kebutuhan masyarakat gampong. Selanjutnya, rancangan yang disusun diajukan kepada keuchik dan 
dibahas melalui musyawarah bersama tokoh dan perangkat gampong, untuk kemudian ditetapkan oleh 
keuchik. Qanun yang dihasilkan harus sejalan dengan kepentingan masyarakat, berorientasi pada 
terciptanya rasa aman, ketertiban, serta kesejahteraan, sekaligus tetap mengacu pada peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Keberadaan qanun gampong tidak hanya mempertegas fungsi dan tanggung jawab Tuha Peut, 
tetapi juga mendorong seluruh perangkat gampong untuk bekerja lebih optimal. Dengan demikian, 
peran bersama antara Tuha Peut, keuchik, dan perangkat gampong diharapkan mampu meningkatkan 
kinerja pemerintahan serta memberikan dampak nyata bagi kemajuan Gampong Lampisang. 

 

2. Hambatan Tuha Peut dalam Merumuskan Qanun Gampong di Gampong Lampisang  

Penelitian ini menemukan bahwa diketahui adanya sejumlah kendala yang dihadapi oleh tuha 

peut dalam proses pembentukan qanun gampong di Gampong Lampisang. Kendala tersebut mencakup 
tiga aspek utama, yakni aspek komunikasi antarperangkat gampong, aspek tanggung jawab bersama, 
serta aspek sosialisasi kepada masyarakat. Setiap aspek memiliki bentuk permasalahan yang berbeda, 
mulai dari hambatan dalam menyampaikan informasi, kurangnya kesadaran atas tanggung jawab, hingga 
keterbatasan dalam menjangkau masyarakat. 
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Pada aspek komunikasi, permasalahan yang muncul berhubungan dengan perbedaan cara 
penyampaian maupun penerimaan informasi antarindividu atau antarkelompok. Komunikasi sebagai 
sarana pertukaran informasi, baik secara lisan maupun tertulis, sering kali menimbulkan 
kesalahpahaman yang berujung pada perbedaan pendapat atau perdebatan. Kondisi ini juga terjadi di 
Gampong Lampisang, di mana tuha peut bersama aparatur gampong lain kerap menghadapi perbedaan 
pandangan saat merumuskan qanun gampong. Situasi semacam ini menunjukkan bahwa komunikasi 
yang tidak efektif dapat memicu ketidaksepahaman dan memperlambat proses perumusan aturan. Oleh 
karena itu, langkah yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan komunikasi adalah dengan 
mengedepankan musyawarah bersama. Melalui forum musyawarah, setiap ide, pendapat, dan gagasan 
dapat dihimpun, disatukan, serta dijadikan dasar dalam mengambil keputusan yang lebih baik. 

Pada aspek tanggung jawab, secara konseptual tanggung jawab merupakan bentuk kesadaran 
seseorang terhadap setiap perbuatan yang dilakukan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Dalam 
konteks pemerintahan gampong, tanggung jawab terbesar berada pada aparatur gampong, khususnya 
tuha peut. Keadaan ini karena tuha peut merupakan golongan yang paling berperan dalam proses 

perumusan qanun, mulai dari tahap pengajuan, penyusunan, hingga penetapan bersama dengan keuchik. 
Kedudukan tuha peut sebagai lembaga perwakilan masyarakat gampong menjadikannya memiliki peran 
yang mirip dengan lembaga legislatif di tingkat yang lebih tinggi, yaitu menampung aspirasi masyarakat 
dan menerjemahkannya ke dalam aturan gampong. Dengan kewenangan yang dimiliki, tuha peut 
berkewajiban untuk menjalankan tanggung jawabnya secara penuh, sebab tidak ada kewenangan tanpa 
adanya konsekuensi pertanggungjawaban. 

Secara normatif, wewenang memang melekat pada jabatan, namun dalam pelaksanaannya 
dijalankan oleh individu yang menduduki posisi tersebut. Oleh karena itu, apabila terjadi penyimpangan, 
tanggung jawab dapat dibebankan baik kepada jabatan maupun pribadi yang bersangkutan. Pandangan 
ini sejalan dengan pendapat F.R. Bothlingk yang menegaskan bahwa perbuatan hukum pada hakikatnya 
merupakan pernyataan kehendak, sehingga pertanggungjawaban diarahkan pada pihak yang diwakili, 
bukan pada wakil itu sendiri. Namun, dalam praktiknya, tidak menutup kemungkinan tanggung jawab 
juga dibebankan secara pribadi apabila terjadi pelanggaran. Dengan demikian, tuha peut sebagai 
lembaga legislatif di tingkat gampong harus benar-benar menjalankan kewenangannya dengan penuh 
tanggung jawab agar hasil perumusan qanun dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sekaligus 
menghindari kerugian yang dapat berdampak pada masyarakat luas. 

 

KESIMPULAN  
Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Pembentukan Qanun Gampong di Gampong 
Lampisang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Besar, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan 
penting sebagai berikut: 

1. Keterlibatan Tuha Peut dalam Proses Perumusan Qanun Gampong 
Secara umum, peran tuha peut dalam proses perumusan qanun gampong di Gampong 

Lampisang masih belum berjalan secara optimal sebagaimana yang diamanatkan dalam Qanun 
Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Gampong. 
Kondisi ini dapat dilihat dari kurangnya pemahaman anggota tuha peut terhadap tugas dan fungsi 
yang seharusnya dijalankan dalam perumusan qanun. Beberapa anggota masih terbatas dalam 
penguasaan pengetahuan yang relevan, sehingga tidak semua memiliki keterampilan serta 
kompetensi yang dibutuhkan untuk menyusun aturan gampong secara baik. Idealnya, setiap anggota 
tuha peut harus dibekali kemampuan dan keahlian tertentu agar mampu menjalankan peran strategis 
mereka. Selain itu, kendala yang cukup dominan juga terletak pada aspek ketegasan dalam 
pengambilan keputusan. Dalam praktik musyawarah, tuha peut sering kali kurang tegas ketika 
dihadapkan pada perbedaan pendapat antaraparatur gampong. Akibatnya, proses perumusan qanun 
menjadi terhambat karena perdebatan yang berkepanjangan tanpa menghasilkan keputusan yang 
jelas dan cepat. Hal ini menunjukkan bahwa peran tuha peut masih perlu diperkuat, baik melalui 
peningkatan kapasitas maupun konsistensi dalam menjalankan tugas. 
2. Kendala Tuha Peut dalam Perumusan Qanun Gampong 

Selain keterbatasan peran, penelitian ini juga menemukan adanya sejumlah kendala 
mendasar yang dihadapi tuha peut. Salah satu kendala utama adalah minimnya kemampuan dan 
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keahlian anggota dalam menguasai empat bidang ilmu pokok, yakni ilmu tauhid, fiqih, akhlak, dan 
tasawuf. Idealnya, seorang tuha peut bukan hanya dipilih berdasarkan kedudukan sosial semata, 
tetapi juga karena kapasitas keilmuan yang dimiliki, khususnya dalam empat bidang tersebut yang 
menjadi landasan utama dalam penyusunan aturan kehidupan masyarakat gampong. Kekurangan 
pemahaman terhadap bidang-bidang ilmu tersebut berimplikasi pada lemahnya kemampuan tuha 
peut dalam menafsirkan dan merumuskan qanun yang sesuai dengan nilai-nilai syariat maupun adat 
setempat. Kendala lain yang tidak kalah penting adalah adanya perbedaan pendapat yang kerap 
muncul, baik antaranggota tuha peut sendiri maupun antara tuha peut dengan aparatur gampong 
lainnya. Perbedaan pandangan tersebut sering menimbulkan perdebatan panjang yang tidak segera 
terselesaikan, sehingga memperlambat bahkan menghambat jalannya proses perumusan qanun. 
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